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Abstrak. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat
besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Ketegangan
maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam
sebuah keluarga atau rumah tangga, akan tetapi hal tersebut menjadi tidak wajar apabila menyelesaikan
konfliknya menggunakan kekerasan. Perilaku seperti itu dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT). Indonesiapun sebetulnya telah 'memiliki-regulasi yang mengatur mengenai hal
tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT), akan tetapi kasus megenai KDRT terus menigkat tiap tahunnya, sehingga memunculkan
pemikiran bahwa prinsip Restorative Justice dapat menjadi alternatif penyelesaian suatu tindak
pidana. Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana bentuk penerapan prinsip Restorative
Justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta urgensi pengaturan
prinsip Restorative Justice terkait penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penulisan skripsi
ini meggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum primer,
sekunder dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Spesifikasi penilitian yang
digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara komperhensif mengenai penyelesaian
tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis Restorative Justice dihubungkan dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga. Kesimpulan penelitian menyebutkan bahwa bentuk Penerapan Prinsiprestorative Justice dalam
penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan proses mediasi penal
berdasarkan diskresi penyidik. Terkait dalam kerangka filosofis, hadirnya pendekatan Restorative
Justice dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana, atau melebur hukum
pidana dan hukum perdata, karena pendekatan Restorative Justice yang mengutamakan jalur mediasi antara
korban dan pelaku. Pendekatan Restorative Justice justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada
jalurnya semula yaitu pada fungsi uitimum remidium.

Kata Kunci: Restorative Justice, Kekerasan dalam Rumah Tangga

A. Pendahuluan
Latar Belakang Penelitian

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan
berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan
kepribadian setiap anggota keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila
seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik,
ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan
sosial) seluruh anggota keluarga.® Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri
maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau
rumah tangga, hampir semua keluarga pernah mengalaminya.? Yang mejadi berbeda

! Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru utama, Semarang, him. 4.
2 Fakih Mansour, Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: Perspektif Gender, Cidesindo, Yogyakarta,
1998, him. 42.
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adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut. Penyelesaian
masalah yang dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik
sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah
menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam
atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), definisi kekerasan dalam rumah tangga telah
diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diartikan setiap
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.®

Sebenarnya Indonesia telah memiliki regulasi yang sangat jelas mengatur
mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini, salah satunya
dalam Pasal 356 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang
menyebutkan bahwa pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat
ditambah sepertiga hukuman bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya,
bapaknya, yang sah, istrinya, atau anaknya, akan tetapi karena pada saat ini
permasalahan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga ini sudah dianggap menjadi
suatu permasalan yang lebih khusus maka pasal tersebut telah dicabut karena dianggap
sudah tidak relevan lagi dan kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur
lebih khusus mengenai permasalahan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, walaupun telah ada pengaturan yang lebih
khusus terkait kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ternyata masih
marak terjadi kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh para
penegak hukum di Indonesia. Data Catatan Akhir Tahun 2014 Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus terhadap
perempuan sebanyak 20.000 kasus dibandingkan kasus tahun 2013, Menurut Catatan
Akhir Tahun 2014, terdapat 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang
tahun 2014. Sebanyak 68 persen dari kasus tersebut adalah kekerasan domestik dan
rumah tangga (KDRT) dengan mayoritas korban ibu rumah tangga dan pelajar.* Hal
tersebut tentu saja kontradiksi dengan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang
menginginkan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah
tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat
kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

Kasus mengenai KDRT yang diselesaikan melalui jalur litigasi banyak terjadi
di Indonesia, dan hal tersebut memberikan dampak yang negatif apabila kasus
kekerasan dalam rumah tangga nya terklasifikasi ringan karena dirasakan belum
memberikan rasa adil bagi tujuan berumah tangga yang harmonis karena selalu
berakhir dengan pidana penjara yang akhirnya merontokkan sendi harmonisasi serta
keseimbangan hak korban, nafkah bagi anak-anak terpidana, potensi untuk rujuk
kembali, serta kelangsungan hidup berumah tangga seterusnya juga akan terancam.

¥ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
* http://print.kompas.com/baca/2015/04/27/Laporan-K DRT-Meningkat%_2c-Penanganan-Belum-Optimal,
diakses tanggal 12 Oktober 2015 jam 17.45 WIB.
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Diharapkan dengan diterapkannya prinsip Restorative Justice akan  membantu
mengurai permasalahan mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang
dimana prinsip Restorative Justice ini adalah salah satu alternatif mekanisme
penyelesaian tindak pidana dengan cara melibatkan semua pihak untuk bersama-sama
mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana
tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.”

Berdasakan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk meneliti mengenai
prinsip Restorative Justice yang diterapkan pada penyelesaian kasus tindak pidana.
Judul yang penyusun gunakan untuk penelitian skripsi ini adalah “Tinjauan Yuridis
Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Berbasis
Restorative Justice Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.”

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk penerapan prinsip Restorative Justice
dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Untuk mengetahui- dan memahami urgensi pengaturan prinsip Restorative
Justice terkait penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

B. Landasan Teori

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut konsep Negara hukum atau
rule of law merupakan konsep Negara yang dianggap ideal saat ini, meskipun konsep
tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda, istilah rule of law ini sering
diterjemahkan sebagai supremasi hukum (supremacy of law) atau pemerintah
berdasarkan hukum.® Indonesia dalam perspektifnya sebagai negara hukum tentu
sangat menjunjung tinggi konsep keadilan dalam penerapannya. Keadilan menurut
Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai
titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit,
Menurut Aristoteles manusia untuk dapat mencapai kebahagiaan, harus memenuhi tiga
hal yaitu: (1) manusia harus memiliki harta secukupnya agar hidupnya terpelihara; (2)
persahabatan, karena menurut ia, persahabatan suatu alat yang terbaik untuk mencapai
kebahagiaan; dan (3) keadilan, keadilan dilihat dari dua segi, pertama keadilan dalam
arti pembagian barang-barang yang seimbang, relatif sama menurut keadaan masing-
masing, dan kedua, adalah keadilan hukum dalam arti memperbaiki kerusakan yang
ditimbulkan.”

Teori-teori mengenai keadilan dari Aristoteles tersebutlah yang kemudian
melandasi suatu prinsip yang bernama Restorative Justice, Restorative Justice atau
dikenal dengan istlah Reparative Justice adalah suatu pendekatan keadilan yang
memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga
melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan
hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di
dalam  proses, sementara  pelaku kejahatan  juga didorong  untuk
mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-

® Sullivan Larry E. et all, Encyclopedia of Law Enforcement, Vol. 1, 2010, him. 154.

® Munir Fuadi, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat), PT Reflika Aditama, Bandung, him. 1.

" Hutagalung Thoga, “Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Filsafat Pancasila Dan Undang-Undang
Dasar 1945, Disertasi Doktor, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1995, him. 119.

IImu Hukum, Gelombang 1, Tahun Akademik 2015-2016



138 | Bagus Wicaksono Ajie

kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang
telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat. Menurut UNODC, bahwa
yang dimaksud dengan Restorative Justice adalah pendekatan untuk memecahkan
masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial
mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.®

Selain prinsip Restorative Justice diatas untuk penegakan hukum pidana perlu
diperhatikan juga mengenai pemidanaan, terhadap perihal tersebut ada tiga golongan
utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu (1) Teori relatif atau teori
tujuan, (2) Teori absolut atau teori pembalasan, (3) Teori gabungan. Regulasi yang ada
di Indonesia untuk menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT) yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda
bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam
kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT). Dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan
Pasal 49 telah mengatur mengenai ketentuan pidana yang terdapat dalam Bab VIII
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kapolsek Margaasih dan
Kapolsek Cimahi Selatan dalam kasus KDRT No Perkara LP/ 399/ X/ 2014 Polsek
Margaasih dan No Perkara LP/ 224/ XII/ 2015 Polsek Cimahi Selatan, bahwa prinsip
Restorative Justice telah diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di
Polsek tersebut di atas melalui mekanisme mediasi penal menggunakan diskresi
penyidik berdasar kepada Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf |, Pasal 18
ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan Surat Kapolri No Pol : B/ 3022/ XII/ 2009/ SDEOPS, tanggal 14
Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion
(ADR).

Bentuk Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berkaitan dengan rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga apabila dalam
kasus diatas hanya semata-mata berbicara soal penjatuhan pidana maka rasa keadilan
tidak akan tercipta dan akan menimbulkan lebih banyak dampak negatif bagi para
pihak karena kasus tindak pidana KDRT di Polsek Margaasih dan Cimahi selatan
tersebut adalah kasus tindak pidana ringan dimana dampaknya tidaklah masif serta
menimbulkan perasaan resah di masyarakat.

Melihat uraian di atas pihak penyidik Polsek Margaasih dan Cimahi Selatan
mengambil tindakan untuk menerapkan prinsip Restorative Justice melalui mekanisme
mediasi penal menggunakan diskresi penyidik berdasarkan kepada Pasal 15 ayat (2)
huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

8 UNODC, Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series, (Vienna:
UN New York, 2006), him. 5.
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Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Surat Kapolri No Pol : B/ 3022/
XI11/ 2009/ SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui
Alternatif Dispute Resolusion (ADR).

Urgensi Pengaturan Prinsip Restorative Justice Terkait Penyelesaian Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Terkait dalam kerangka filosofis, hadirnya pendekatan Restorative Justice
dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana, atau melebur
hukum pidana dan hukum perdata, karena pendekatan Restorative Justice yang
mengutamakan jalur mediasi antara korban dan pelaku. Pendekatan Restorative Justice
justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula yaitu pada fungsi
ultimum remidium. Selain karena alasan di atas pengaturan prinsip Restorative Justice
dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sangatlah
penting terkait teori tujuan pemidanaan yang dianut oleh indonesia yaitu teori
gabungan yang menurut Kathleen Daly. Sehubungan dengan pentingnya pengaturan
mengenai prinsip Restorative Justice di Indonesia, Kapolsek Margaasih dan Kapolsek
Cimahi. Selatan mengemukakan bahwa tidak selalu suatu tindak pidana harus
diselesaikan melalui proses litigasi mengingat proses administrasi yang rumit dan
memakan waktu panjang, biaya perkara yang tidak murah dan rasa keadilan yang
kadang tidak terakomodir , untuk tindak pidana — tindak pidana ringan dapat
diselesaikan secara alternatif melalui mediasi penal dalam proses penyidikan.

D. Kesimpulan

1. Bentuk Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan proses mediasi penal
berdasarkan diskresi penyidik, dimana diskresi itu adalah suatu kewenangan
yang dimiliki oleh kepolisian atau penyidik dalam menyelesaikan suatu kasus,
dimana kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan.

2. Terkait dalam kerangka filosofis, hadirnya pendekatan Restorative Justice
dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana, atau
melebur hukum pidana dan hukum perdata, karena pendekatan Restorative
Justice yang mengutamakan jalur mediasi antara korban dan pelaku. Pendekatan
Restorative Justice justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya
semula yaitu pada fungsi ultimum remidium. Dalam tataran praktis penanganan
dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan Restorative
Justice menawarkan alternative jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi
dalam sistem peradilan pidana, misalnya proses administrasi peradilan yang
sulit, lama, dan mahal, penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak
menampung kepentingan korban, dengan demikian Restorative Justice ada
sebagai suatu jawaban atas ketidakpuasan atau kegagalan sistem peradilan
pidana.
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